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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 
 

NOMOR  2  TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MUARA ENIM, 

 
Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 

a. 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bahwa keberadaan dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) bagi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka untuk 
mengenal identitas perseorangan dan sebagai bukti diri untuk 
legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Muara Enim yang keberlakuannya diseluruh wilayah 
Republik Indonesia. 
 
bahwa untuk tercapainya pemenuhan identitas perseorangan 
dan legitimasi penduduk di Kabupaten Muara Enim tersebut, 
maka dipandang perlu diambil langkah konkret agar penduduk 
Kabupaten Muara Enim yang cukup umur dapat memiliki KTP 
tanpa membebani penduduk dengan biaya retribusi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), sehingga terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian. 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan b diatas, perlu diaturkan dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1821); 
 
Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974    tentang  Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);  

 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);  
 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048);  
 
 

5. Undang ………..
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5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 

 
 

 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 
 
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Daerah. 
 

 
Dengan………….. 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 
 

DAN 
 

BUPATI MUARA ENIM 
  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 8 
TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA 
CATATAN SIPIL 
 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim 8 Tahun 2007 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor  1 Seri B) diubah sebagai 
berikut : 
 

Ketentuan ……….. 
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Ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 8 ayat (3) angka 1 berbunyi sebagai berikut : 
 
 

Pasal  8 
 

NO JENIS PELAYANAN RETRIBUSI 
(Rp) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

 
KARTU TANDA PENDUDUK  
a. Warga Negara Indonesia 
b. Warga Negara Asing 
c. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) 
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang Asing Pemegang 

Izin Tinggal Sementara 
 
 
a. KARTU KELUARGA (KK) 

  WNI 
  WNA 

b. Surat Keterangan Pindah datang (SKPD) bagi orang Asing tinggal tetap 
c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) orang asing tinggal terbatas 

 
 

  dihapus  
25.000,-
5.000,-

15.000,-
 
 
 
 

dihapus
15.000,-
10.000,-
25.000,-

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Diundangkan di Muara Enim 
  pada tanggal 23 Januari 2008  
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUARA ENIM 

 
dto 

 
ABDUL WAHAB MAHARIS 

 Ditetapkan di  Muara Enim 
pada tanggal 23 Januari 2008 
 
   BUPATI MUARA ENIM 

 
dto 

 
    KALAMUDIN DJINAP 

 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN  2008 NOMOR  1 SERI C.       
 
 
 
 
 
Raperda 2007-IV/raperda ubah cetak KTP 8-2007 


